BUPATI MERAUKE

KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 424 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA 8 (DELAPAN) SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN (SMK) DI KABUPATEN MERAUKE

Menimbang :

Mengingat

Lrl

BUPATI MERAUKE,

bahwa untuk keberiangsungan proses belajar mengajar
dan kelenglapan administrasi sckolah khususnya sekolah
menengah kejuruan (SMK) yang berbasis pertanian, maka
perlu - memberikan  zin Operasional kepada Sekolah
Menengah Kejuruan dimaksud;

bahwa untuk maksud tersebur di atas, nerlu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati Merauke:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2907);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001
Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008
Nomor 112, Tambahun Lemiaran Negara Nomor 4884
Undang-Undung  Nomor 32 Tahun 2004  tentang
Pemerintuhun  Dacruh  (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubabi lerakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 200K {leembaran Negara Tahun 2008
Nomor 5%, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tlentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301):

Undang-Undang Nomor 33  Tahun 2004 tentang

Perimbangn Keunngin  Anlara  Pernerintah Pusatl dan
Peeriontobuin Diaeraly temibiran Negara  Tabiun 2004
Motmor 120, Tambilinn Lestbwran Negihira Nomor A4 58);

6. Peraturan



Menetapkan
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Peraturan  Pemerintal Repubhlke  Indonesia  Nomor 19
Tahun 2005 lentany  Slundar  Nasional Pendidikan
(Lembarun Negara Talian 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembarin Negara Nomor 444946);

Peraturan  Pemerineal Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan  Daerah {Lembaran Negara

Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4578);

Peraturan Menteri Daliam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
wentung Pedoman Penpeloloan Kevangom sebagaimana telah

dinbaly ternkii ditipan Peviiuran Menter: Dalum Neger
Mernor 2 Taban 201

Peraturan  Duaerah Kaliipaten  Merauke Nomor 2

Tahun 2009 tentang Pokok-Pokolk Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 20

MEMUTUSKAN:

Memberikan lzin Operasional kepada 8 (Delapan) Sekolah
Menengah  Kejuruan (SMK)  di Kabupaten Merauke,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaky pada tanggal ditetapkan.

“ 8 AU\ PEMBINA TK. 1

[ "SILUBUN, SH., MH

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 12 Agustus 2013

BUPATI MERAUKE,

s

NIP. 19540908 198503 1 013

Salinan Keputusan inj disampaikan kepada Yth. :

L. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura:
<. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura:
3. Ketua DPRD Kabupaten Merauk,

4. Para Asisten Sekda Ka bupaten Mertke:
2. Inspekryr Kabupaten Mermke:

6. Kepala Dinas Pendidikan dun pe

ngajarnn Kl Me rauke;

7. Kabag, Keuangan Setdy Kiabupaten Marrziiees
8. Yang Bersangkutun.




LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE
NOMOR : 424 TAHUN 2013

TANGGAL : 12 AGUSTUS 2013 _

DAFTAR 8 (DELAPAN) SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
DI _KABUPATEN MERAUKE

= THT TAHUN
NO. NAMA SEKOLAH | TEMPAT OPERASIONAL | KET.

| |
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1. | SMK NEGERL 1 TANAH MIRING | TANAH MIRING 2004

2. | SMK NEGER! 1 KIMAAM ‘ KIMAAM 2004

3. | SMK NEGER! 1 KUMBE KU MRS 2004
| 4. | SME NEGERI | TOMER | TOMER 2004
| 5. | SMK NEGERI 1 JAGEBOB | JAGEROB 2004 '
|
| 6. | SMK NEGERI | OKARA ' DKARA 2004 |

7. SMK NEGERT | LK BRIy 2004 '
| 8. | SMK NEGERI 1 SOTA SOTA 2004 i ‘
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BUPATI MERAUKE
CAP/TTD
ROMANUS MBARAKA

Untuk sali =t~

¥ang sah sesuai dengan aslinya
; AH KABUPATEN MERAUKE
FAGIAN HUKUM

_MISILUBUN, SH., MH
. ~- PEMBINA TK. I
NIP. 19540908 198503 1 013
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